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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara mengenai perkawinan, maka hal itu tidak terlepas
dari  aturan-aturan yang terkait dengan perkawinan, hal itu
dimanifestasikan dalam bentuk Perundang-undangan, vyaitu Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berlaku
bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang tersebut merupakan
landasan kontitusional yang telah lama diterapkan di Indonesia
untuk ditaati oleh rakyatnya.

Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat), dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak
menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya yang
disesuaikan dengan keadaan Indonesia, artinya dengan ukuran
pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita. *

Keberadaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 vyang
telah  relative lama diberlakukan, sebenarnya cukup  untuk
membentuk masyarakat sadar dan mengerti akan hukum dan
Perundang-undangan. Akan tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan
Undang-undang tersebut belum berjalan sesuai yang diharapkan,

terutama Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Walaupun telah

! padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1982), him. 7.



lama  diberlakukan, namun  belum  sepenuhnya ditaati  dan
dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam  prakteknya sering terjadi  pelanggaran-pelanggaran
terhadap aturan-aturan yang sudah ditentukan, seperti terjadinya
perkawinan siri. Hal ini berdampak negatif terhadap perlindungan
hak-hak istri  tersebut bahkan hak-hak dari  keturunan hasil
pernikahan  tersebut.  Perintah  Nabi Muhamad SAW. untuk
melaksanakan pernikahan dan melarang membujang terus-menerus
juga sangat beralasan. Hal ini karena libido seksualitas merupakan
fitrah kemanusiaan dan juga makhluk hidup lainnya, yang melekat
dalam diri setiap makhluk hidup yang suatu saat akan mendesak
penyalurannya. Bagi manusia penyaluran itu hanya ada satu jalan,
yaitu perkawinan. Pelaksanaan pernikahan siri, tentunya tanpa
melalui prosedur vyang telah ditetapkan, artinya pernikahan yang
dilakukannya tidak dihadapan dan disaksikan oleh pejabat yang
berwenang yang di tugaskan khusus di bidang perkawinan seperti
Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Tidak sedikit yang melaksanakan
perkawinan siri, meski menimbulkan pro dan kontra di masyarakat,
perkawinan siri  hingga kini masih banyak dilakukan. Bahkan
sebenarnya tidak sedikit perempuan yang mengetahui ruginya jika
melaksanakan perkawinan siri, namun tetap saja banyak yang mau

melakukannya dengan berbagai alasan



Akhir-akhir ini, fenomena nikah siri memberikan kesan yang
menarik. Ada alasan yang mendasari, pertama, nikah siri
sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend di masyarakat,
sehingga praktik pernikahan semacam ini tidak saja dilakukan oleh
masyarakat umum, namun juga dipraktikkan oleh figur dan tokoh
masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai,
ustadz, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan
seseorang mendalami agama (Islam). Kedua, nikah siri sering
ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak
berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri.

Asal mula kata sirri, berasal dari bahasa arab yaitu Sirr yang
berarti rahasia, jelas tidak diperbolehkan jika disandingkan dengan
kata nikah. Di Indonesia, nikah siri berarti nikah yang tidak dicatat
oleh negara, “nikah di bawah tangan”. Dan pada posisi seperti ini
ada beberapa pihak yang bisa saja di rugikan terutama bagi kaum
wanita, Karena tidak ada perlindungan secara hukum bagi kaum
wanita yang mau di nikahi secara sirri.?

Pernikahan yang disinyalir dilakukan oleh segelintir orang ini
yang berbahaya karena dilaksanakan sangat rahasia sekali,
sehingga keluarga tidak mengetahui sedikitpun. Yang paling
berbahaya dalam hal ini adalah segelintir orang tersebut

membingkainya dengan bingkai syariat dan menyatakan kepada

’M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam, (KOTA: Prenada Media,
2003), hal. 295



mereka yang menentang pernikahan ini, bahwa pernikahan ini
adalah pernikahan yang tidak bertentangan dengan ketentuan
syariat dan bagi yang melakukan tidak berdosa.’

Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih
ada yang memahami Kketentuan perkawinan lebih menekan kepada
prespektif figh. Menurut pemahan versi ini perkawinan telah cukup
apabila syarat dan rukunya menurut ketentuan figh terpenuhi, tanpa
diikuti pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi semacam ini di
praktikan sebagain masyarakat dengan menghidupkan praktek
nikah sirri tanpa melibatkan pegawai pencatat nikah (PPN) sebagai
petugas resmi pencatat nikah.*

Memang nikah siri dalam hukum agama (Islam) dihalalkan,
akan tetapi nikah siri hanya akan menimbulkan sesuatu kesan yang
tidak baik, kemungkinan juga akan menimbulkan fitnah karena
tidak memiliki surat nikah yang jelas sesuai peraturan di Negara
ini. Ini berarti tidak diperkenankan dalam hukum positif nasional
kita. Oleh sebab itu dengan adanya penelitian mengenai Nikah Siri
ini, bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat

mengenai bagaimana sebenarnya nikah siri tersebut.

¥ Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:PT Raya Gerindo Persada,
2003) hal. 109

*Muhammad fu’ad syakir, Perkawinan Terlarang : Al Misyar (Kawin
Perjalanan), Al Urfi (Kawin Bawah Tangan), As-Sirri (Kawin Rahasia), Al-Mut’ah
(Kawin Kontrak), (terjemah Fauzan Jamal dan Alikin), (Jakarta: Cendekia Sastra Muslim
1997) hal.53



Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum
dengan; Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini
dilakukan secara rahasia (siri) dikarenakan pihak wali perempuan
tidak setuju; atau karena menganggap tidak sah pernikahan tanpa
wali; atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka
tanpa mengindahkan lagi  ketentuan-ketentuan syariat; kedua,
pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam
lembaga pencatatan Negara. Padahal pencatatan perkawinan yang
dibuktikan dengan akta otentik berupa akta nikah bertujuan agar
terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam sehingga
setiap perkawinan harus dicatat.

Apabila perkawinan siri tersebut terjadi perselisihan dan
pertengkaran secara terus-menerus Yyang sulit untuk didamaikan,
jalan  satusatunya adalah bercerai. Alasan-alasan yang dapat
dipergunakan untuk mengajukan perceraian telah ditentukan secara
limitatif dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
Jo. Pasal 116 KHI. Akibat hukum vyang ditimbulkan dalam
perkawinan siri, bila terjadi perceraian yang banyak dirugikan ada
pada pihak perempuan, maka jalan keluar yang dapat ditempuh
adalah mengajukan isbat nikah bahwa adanya perkawinan dalam

rangka penyelesaian perkawinan.



Di dalam pernikahan sirri ada pengertian tentang Itsbat nikah.,
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ishat nikah adalah
penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah. Itsbat nikah
adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan
menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA
atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Administrasi Pengadilan).”

Masyarakat yang telah melakukan pernikahan sirri  selama
sekian tahun mereka hidup bersama dan memiliki keturunan dari
pernikahan  tersebut, mereka akan mencatatkan pernikahanya
apabila ada kepentingan—kepentingan yang mereka tujukan dengan
cara mengajukan isbath nikah ke Pengadilan agama tempat mereka
tinggal. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan pasal 64 menyatakan: “Untuk perkawinan dan segala
sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi
sebelum undang-undang ini berlaku yang di jalankan menurut
peraturan lama adalah sah”.®

Membicarakan itsbat nikah tentu pikiran Kkita akan terkait
dengan sesuatu yang kurang pantas terhadap suatu peristiwa

hukum vyang mendahuluinya dan terkadang hal itu dirasakan

>Neng Djubaidah. Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut
Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.345-350

®Abdul Ghani Abdullah, Himpunan Perundang — Undangan Dan Peradilan
Agama,(Jakarta: Intemasa 1991) hal.99



sebagai suatu  kelalaian mengapa pada waktu itu tidak
mendaftarkan  perkawinan yang telah  dilaksanakan tersebut.
Namun kenyataan dalam masyarakat, seolah ada anggapan kalau
sudah sah secara agama maka dirasakan cukup, tapi disisi lain
ketika berhadapan dengan institusi negara maka dirasakan ada
sesuatu yang mengharuskan mereka untuk mau tidak mau harus
mentaatinya.

Mengenai perkara itsbat nikah, belum ada aturan undang-
undang Yyang secara spesifik menjelaskan tentang tata cara
pengajuan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Di
dalam Kompilasi Hukum Islam memang terdapat pasal yang
menyinggung tentang itsbat nikah, akan tetapi tidak menyebutkan
dengan rinci mengenai Syarat-syarat untuk mengajukan itsbat
nikah, dan hanya menyebutkan pihak-pihak yang boleh
mengajukan itsbat nikah serta alasan untuk dapat mengajukan
itshat nikah tersebut.

Dengan isbat atau pengesahan nikah  tersebut apabila si istri
merasa bahwa perkawinanya tidak dapat dipertahankan lagi dan
memutuskan untuk bercerai, langkah pertama yang dapat dilakukan
adalah mengajukan Gugatan Perceraian. Bagi yang beragama
Islam, gugatan ini dapat diajukan di Pengadilan Agama (Pasal 1
Bab | Ketentuan Umum PP No 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No

1 tahun 1974 tentang Perkawinan).



Adapun  beberapa syarat yang dapat digunakan  untuk
diisbatkan adalah :

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai  hal-hal yang berkenaan dengan: Adanya perkawinan
dalam rangka penyelesaian perceraian, Hilangnya akta nikah,
Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat
perkawinan  Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; Perkawinan yang dilakukan
oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang berhak mengajukan
permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka,
wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.
Penjelasan Pasal 7 KHI berbunyi: “Pasal ini diberlakukan setelah
berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama”. Dari bunyi pasal
tersebut, Pasal 7 ayat (3) huruf e adalah dasar bagi pasangan yang
telah melakukan nikah siri untuk mengajukan itsbat nikah ke
Pengadilan Agama setempat. Menikah siri apabila dilakukan
dengan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada
larangan kawin atas pasangan tersebut maka, pernikahan tersebut
adalah sah, sebagaimana dilindungi dalam Pasal 4 Kompilasi

Hukum Islam yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apabila


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” jo.
Pasal 39 - Pasal 44 (larangan kawin).

Itsbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan
suami istri yang telah menikah secara sah menurut hukum agama
untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang
telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir
selama pernikahan, sehingga pernikahannya tersebut berkekuatan
hukum. Bila pernikahannya secara hukum agama adalah sah,
tentunya anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut adalah
anak-anak yang sah juga.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada
perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan
merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita
sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari
kehidupan  bersama  suami  isteri  tersebut.  Setiap  orang
menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh
sepanjang masa  kehidupannya.  Tetapi tidak  sedikit  pula
perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan
sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu
sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal

mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26834/node/18/uu-no-1-tahun-1974-perkawinan
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terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan
perkawinan.

Dan apabila istri di tinggalkan suaminya pergi tidak jelas dan
sulit mengetahui  keberadaanya dalam keadaan yang dulunya
pernikahan mereka siri, maka dengan mengisbatkan nikahnya
tersebut mereka bisa langsung di beri surat putusan cerai, tetapi
harus dengan bukti-bukti yang kuat dan dan mendatangakan saksi
yang benar-benar mengetahui  kronologi  pernikahan  tersebut.
Dengan surat tersebut si istri bisa mencarikan akta anaknya yang
hasil nikah siri dan bisa untuk nikah lagi secara sah dengan orang
yang dia inginkan.’

Seperti sebuah kasus dalam kehidupan rumah tangga yang
menikah pada tahun 2000 di kota Blitar, dimana ada sepasang
suami istri yang melakukan nikah siri tetapi setelah menikah
beberapa tahun suami tersebut tidak diketahui keberadaannya. Hal
tersebut mengakibatkan pihak istri terpaksa mengajukan gugatan
cerai kepada suami dengan cara mengajukan permohonan isbat
nikah dahulu ke Pengadilan Agama. Dan kemudian hakim
Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa perkara mengabulkan
permohonan dan gugatan istri tersebut. Adapun alasan peneliti

mengambil Pengadilan Agama Blitar sebagai tempat penelitian

"http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,38146-lang,id-c,kolom-
t,Kepastian+Hukum-++Itsbat+Nikah++Terhadap+Status+Perkawinan++Anak+dan+Harta
+Perkawinan-.phpx diakses pada tanggal 13 maret 2015


http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,38146-lang,id-c,kolom-t,Kepastian+Hukum++Itsbat+Nikah++Terhadap+Status+Perkawinan++Anak+dan+Harta+Perkawinan-.phpx
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,38146-lang,id-c,kolom-t,Kepastian+Hukum++Itsbat+Nikah++Terhadap+Status+Perkawinan++Anak+dan+Harta+Perkawinan-.phpx
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,4-id,38146-lang,id-c,kolom-t,Kepastian+Hukum++Itsbat+Nikah++Terhadap+Status+Perkawinan++Anak+dan+Harta+Perkawinan-.phpx
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adalah karena kasus ini terjadi di daerah kabupaten Blitar. Oleh
karena peneliti perlu perlu membahas lebih lanjut tentang
“Penyelesaian Perceraian Pernikahan Sirri Melalui Isbat
Nikah (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Blitar

No.0856/Pdt.G/2013/ PA.BL).”

B. Fokus Penelitian
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis
merumuskan permasalahan, yaitu :
1. Apa dasar pertimbangan hakim PA Blitar terhadap putusan
Isbat nikah No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL ?
2. Bagaimana implikasi hukum perceraian perkawinan  sirri

berdasarkan putusan PA .N0.0856/Pdt.G/2013/PA.BL ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memperoleh
gambaran menyuluruh dan mendalam tentang peran advokat dalam
menyelesaikan sengketa percerain. Sedangkan tujuan secara khusus
adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama

Blitar terhadap putusan Isbat Nikah No 0856/Pdt.G/2013/PA.BL
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2. Untuk mengetahui Implikasi hukum perceraian perkawinan siri
berdasarkan putusan Pengadilan Agama No

0856/Pdt.G/2013/PA.BL.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis sebagai kontribusi pengembangan khasanah ilmiah
dari  penulis maupun pembaca mengenai  ketentuan  dalam
penyelesain masalah perceraian pernikahan  siri melalui isbat nikah
di Pengadilan Agama Blitar

2. Secara praktis kajian ini dapat dijadikan landasan dalam membantu
memecahkan masalah nikah siri melalui Isbat nikah di Pengadilan
Agama Blita

3. Hasil kajian ini dapat dijadikan salah bahan pertimbangan atau
bahan rujukan salah satu pengembangan karya karya ilmiah bagi
insan akademis baik dikalangan IAIN Tulungagung maupun pihak

pihak lain yang membutuhkan.

E. Penegasan Istilah
Agar pembahasan ini lebih fokus ke pokok pembahasan |,
maka peneliti ingin menegaskan istilah dalam proposal skripsi ini.
Maka dari itu penulis menggunakan variabel secara konseptual dan

secara operasional.
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1. Secara konseptual nikah sirri adalah pernikahan yang hanya
disaksikan oleh seorang modin atau saksi tanpa melalui Kantor
Urusan Agama, menurut agama Islam sudah sah.®
a. Isbat nikah adalah penetapan oleh pengadilan atas ikatan atau

akad yang membolehan terjadinya hubungan suami istri
sebagaimana yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia,
bahwa isbat nikah adalah penetapan tentang kebenaran
(keabsahan) nikah.’

b. Pengadilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman di Indonesia, dan menjadi bagian dari system
peradilan nasional, yang keberdaannya secarakontitusional di
nyatakan dalam undang undang dasar Indonesia  tahun
1945(UUD).*

2. Secara Operasional

Dari denefisi konseptual diatas dapat disimpulkan bahwa
yang di maksud dengan kajian dengan tema “Penyelesaian
perceraian perkawinan sirri melalui isbath nikah studi Putusan

Hakim Pengadilan Agama Blitar No . 0856/Pdt.G/2013/PA.BL.
adalah  membahas pertimbangan dan putusan hakim tentang

perceraian perkawinan nikah sirri melalui isbat nikah .

® Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional & Balai Pustaka, 2003), hal.782.

° Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995), Cet. 11, hal 399

® Ahmad Yani Sayuti, Peradilan Agama, Keberadaan, Susunan, Kekuasaan, Hukum
Acara. (tidak diterbitkan). Hal. 5



14

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini  penulis belum menemukan penelitian secara
khusus  yang  membahas  tentang  Penyelesaian Perceraian
Pernikahan  Sirri Melalui Isbat Nikah (Studi Putusan Hakim
Pengadilan Agama Blitar No0.0856/Pdt.G/2013/ PA.BL). Berikut
tulisan ilmiyah yang penulis temukan:

Jurnal Fakultas Hukum vyang berjudul “Tinjauan Yuridis
Penyelesaian Perceraian Perkawinan Siri Yang Telah Diisbatkan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19747, yang ditulis
oleh , Tutiek Retnowati, SH., MH, dosen Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya. Dengan hasil penelitian bahwa
Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur bahwa suatu
perkawinan  harus  dilakukan  menurut hukum agama dan
kepercayaan  masing-masing, tetapi juga mengharuskan  suatu
perkawinan untuk dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah.
Sehingga terhadap perkawinan vyang tidak dilakukan pencatatan
(Perkawinan Siri) tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika
berhadapan dengan persoalan hukum. Meskipun demikian, KHI
memberikan ruang bagi perkawinan siri untuk diisbatkan karena
alasan untuk melakukan perceraian. Ketika perkawinan tersebut
putus karena perceraian melalui Pengadilan Agama terdapat

beberapa akibat yang harus dibahas dalam ranah hukum untuk
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tidak menimbulkan ketidakjelasan posisi hukum bagi para pihak
yang berkepentingan. Adapun perbedaan dengan penelelitian ini
adalah dalam penelitian ini akan lebih membahas tentang
pertimbangan  hakim tentang putusan penyelesaian  perceraian
pernikahan siri melalui isbat nikah.

“Legalisasi  Pernikahan  Sirri  Dengan Isbat Nikah, Di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat” . yang di tulis oleh Ayuhan dari
Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta, yaitu
membahas fokus bagaimana pernikahan sirri dapat di legalkan
melalui isbat nikah setelah pernikahan tersebut dilangsungkan agar
mendapatkan ~ kepastian ~ hukum  dan  setelah undang-undang
perkawinan  disahkan dikarenakn adanya kepentingan-kepentingan
dalam berumah tangga. Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara tersebut.™

“Hilangnya Hak — Hak Anak Dan Istri Akibat Nikah Bawah
Tangan (Studi di Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng ).
Yang di tulis oleh Muh. Rizki Prasetya dari Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi ini membahas bagaimana tingkat

kesadaran para pelaku pernikah bawah tangan terhadap hak - hak

http://www.google.com/search?q=repository.uinjkt.ac.id%z2f...%FAY UHAN-
FSH....&client=ms-unkown&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8 diakses pada tanggal
13 maret 2015


http://www.google.com/search?q=repository.uinjkt.ac.id%2f...%FAYUHAN-FSH....&client=ms-unkown&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8
http://www.google.com/search?q=repository.uinjkt.ac.id%2f...%FAYUHAN-FSH....&client=ms-unkown&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8
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anak dan bagaimana para pelaku nikah bwah tangan menuntut hak —
hak mereka.'?

“Tinjauan Hukum Islam Dan UU No.1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan Bawah ( Studi Kasus Di Depok )”. Yang di tulis oleh Ifi
Rahmawati, Skripsi ini membahas faktor penyebab nikah bawah
tangan dan akibat hukumnya serta bagaimana tinjauan hukum Islam
dan UU No.1 tahun 1974 tentang hal ini.

Sedangkan skripsi yang ingin penulis tulis ini adalah
berfokus kepada Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan
Agama Blitar terhadap putusan Isbat nikah No.
0856/Pdt.G/2013/PA.BL. Dan bagaimana implikasi hukum
perceraian perkawinan sirri berdasarkan putusan hakim Pengadilan

Agama Blitar.

G. Sistematika pembahasan
Untuk  memudahkan pembahasan, maka  penulisan ini
berdasarkan sistematika sebagai berikut.
Bab I, Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, fokus
penelitian, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan

sistematika pembahasan.

“http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21712/1/MUH.%20RIZK1%20
PRASETY A-FSH.pdf diakses pada tanggal 13 maret 2015.


http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21712/1/MUH.%20RIZKI%20PRASETYA-FSH.pdf
http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/21712/1/MUH.%20RIZKI%20PRASETYA-FSH.pdf
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Bab I, Kajian teori terdiri dari : konsep nikah siri, hukum
nikah siri, faktor — faktor penyebab terjadinya nikah siri, dampak nikah
siri, pengertian isbat nikah, prosedur perceraian, penelitian terdahulu.

Bab Ill, Metode penelitian terdiri dari : pendekatan dan jenis
penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik
pengolahan data, teknik analisis data, keapsahan penemuan dan tahap
penelitian.

Bab 1V, hasil penelitian dan pembahasan penelitian terdiri
dari: Dasar pertimbangan hakim PA Blitar terhadap putusan Isbat nikah
No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL, Implikasi hukum perceraian perkawinan
siri berdasarkan putusan PA . No. 0856/Pdt.G/2013/PA.BL

Bab V penutup, terdiri dari: kesimpulan (jawaban terhadap

fokus masalah) dan saran.
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